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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab- Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

‘ Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

< sa $ es (dengan titik di atas)

z Jim ] Je

z ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 zal Z zet (dengan titik di atas)

J Ra R Er

J Zai zZ Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= sad s es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
k ta t te (dengan titik di bawah)




L za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ apostrof terbalik
¢ gain G Ge

s Fa F Ef

G Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

o Nun N En

g Wau W We

A Ha H Ha

e hamzah |’ Apostrof

s Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda ().
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, scperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal

Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

|

fathah

A

Xi




)

Kasrah

I

I

i

dammah

U

U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
G fathah dan ya’ Al adani
3 fathah dan wau Au adanu
Contoh:
<X kaifa
dsa : haula
3. Maddah

Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
s fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
s Kasrah dan ya’ I 1 dan garis di atas
» dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh :
Qe mata
D ramad
Ja : gila
&34 1 yamutil
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4. Ta marbiitah
Transliterasi untuk t@ marbiitah atau ada dua, yaitu: ta marbitah yanghidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan t@ marbitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan ¢@ 'marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

td 'marbiitah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

Jabyias) . Raudah al-atfal
Alald Al . Al-madinah al-fadilah
4&Si . Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tandatasydid (=), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :
S} :  Rabbanad
LS . Najjaina
Gl . Al-Haqq
&l . Al-Hajj

a2l : Nu‘‘ima
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5 : ‘Aduwwun

Jika huruF ¢ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah

( & )maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 7.

Contoh:
e c Al
e . ‘Arabit

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
garis mendatar (-),

Contoh :

uwﬂ\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
A5 : al-zalzalah (az-zalzalah)

aldl - al-falsafah

B al-biladu

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
REBLE * Ta’murina
g Sl " An-Nau

Xiv



e © Syai’un

Umirtu

-
¥

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidaklagi ditulis
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari A/-Qur’an),
alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilal Al- Quran

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Laf; al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudadfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah,

Contoh :

ey dimullah 4 billah

Adapun t@ 'marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-Jalalah
ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh :

dAad 5 e 28 1 Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (4// caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wama Muhammadun illa rasiil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkati mubarakan

Syahru Ramadan ai-laziunzila fih al-Quran

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nagir al-Farabi

Al-Gazali

Al- Mungiz min al- Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
WalidMuhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abii zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
NasrHamid Abu)

B. Daftar Singkatan
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Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swit. = Subhanahii wa Ta’ala

saw. = shallallahu, ‘alaihi wa sallam

a.s = ‘alaihi al-salam

H = Hyriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘imran/3:4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nama : Akmal

Nim : 20256121068

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian

Zakat Fitrah D1 Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat

Kabupaten Mamuju

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana praktik pembagian
zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia/amil zakat di Desa Pasa'bu serta 2)
bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian
ini mengkaji praktik pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, Kecamatan Tapalang
Barat, Kabupaten Mamuju, serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum
ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari ditemukannya
ketidaksesuaian dalam pendistribusian zakat fitrah, khususnya kecenderungan
sebagian amil zakat yang lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan
dibandingkan penyaluran kepada mustahik sesuai ketentuan delapan golongan
(ashnaf) yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan
pendekatan normatif (syar’i) dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi
lapangan, wawancara dengan amil zakat, aparat desa, serta masyarakat penerima
zakat, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk
menggambarkan praktik pembagian zakat fitrah serta kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian zakat fitrah di Desa
Pasa’bu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
Penyaluran zakat belum dilakukan berdasarkan klasifikasi ashnaf secara tepat,
kurangnya data mustahik, serta lemahnya pengawasan dan transparansi dalam
pengelolaan zakat. Selain itu, dominasi pendekatan kekeluargaan dalam penentuan
penerima zakat bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan
yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi
amil zakat, aparat desa, serta lembaga terkait dalam meningkatkan pemahaman dan
penerapan distribusi zakat fitrah yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam dan
memiliki berbagai dimensi. Agama ini menawarkan pandangan, keyakinan, dan
panduan hidup bagi umat manusia untuk menghadapi berbagai masalah di dunia
dan mencapai kebahagiaan di akhirat. [slam menekankan pentingnya keseimbangan
antara kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, Islam juga menganggap kehidupan
individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak
melarang umatnya untuk mencari harta, tetapi setelah memperoleh harta, penting
untuk diingat bahwa ada hak-hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang
beruntung dan terjerat kemiskinan.*

Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah masuk dalam kategori
muzakki. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi
umat muslim yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam lainnya. Didalam
Al-Qur’an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat
dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun
Islam terpenting setelah sholat.?

Dinamakan zakat fitrah karena merupakan penyucian jiwa atas jiwa
seseorang setelah menjalankan puasa Ramadhan menjelang hari raya idul fitri.

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fi’il Madhi yakni fatara yang

'Widi Nopiardo, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagar
Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok),”4L-Masraf:jurnal Lembaga
Keuangan dan Perbankan ,no 1 (2018): h. 29-42.

>Yusuf qardawi, hukum zakat, diterjemahkan dari Bahasa arab oleh salman harun, didin
hafidhuddin, dan hasanuddin, cet ke-III (bogor: Pustaka lentera natarnusa, 1993), h. 3.



berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan
pagi.®

Masalah zakat yang menjadi salah satu rukum Islam yang oleh Allah
penyebutannya di dalam Al-Qur’an banyak sekali dikaitkan dengan perkara shalat.
yang menjadi rukun Islam yang utama. Sungguh menyedihkan sekali bila masih
kurang memperoleh perhatian yang selayaknya dari ummat Islam seperti perhatian
yang mereka berikan terhadap sholat.*

Dalam ajaran Islam, salah satu misi utama adalah mengatasi kemiskinan.
Salah satu caranya adalah melalui zakat, yang merupakan simbol kepedulian sosial
terhadap kesejahteraan ekonomi, perhatian terhadap kemiskinan, dan aspirasi untuk
kesejahteraan umat. Dengan zakat, Islam berkomitmen untuk tidak membiarkan
kemiskinan menyebar dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia.’

Zakat merupakan rukun Islam kewajiban setiap muslim yang mampu untuk
membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan
pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat
dimanfaatkan untuk memajukan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, zakat memegang peranan yang sangat penting dalam agama ini,
khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat memiliki banyak
manfaat dan hikmah, seperti melindungi dan menjaga harta dari pandangan orang-
orang yang tidak berhak, serta menghindarkan dari tangan-tangan yang berniat jahat

dan perilaku kejahatan.

3Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Idonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet.3, II1.1017.

“Fakruddin, Figh Dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: Uin Malang Press, 2008),
h.1-2.

Sfaisal, Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia, (Pendekatan Teori
Investigasi-Sejarah Charles Pairce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve ).”Analisis Jurnal Studi
Keislaman 11,n0 2 (2011).



Hikmah lain dari zakat adalah membantu orang-orang yang membutuhkan.
Selain itu, zakat dapat menyucikan diri dari sifat kikir dan bakhil, serta
membiasakan orang mukmin untuk lebih dermawan. Zakat mendorong individu
untuk tidak hanya memberikan dari segi kewajiban agama, tetapi juga berpartisipasi
dalam kewajiban sosial yang mendukung negara dengan memberikan bantuan saat
dibutuhkan. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat dapat meningkatkan
kesejahteraan ekonomi umat. Islam sangat menganjurkan umat Muslim untuk
menjadi dermawan dalam membelanjakan kekayaannya, terutama dalam hal
kewajiban membayar zakat. Meskipun ijtihad terkait zakat (kecuali yang telah
ditetapkan secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama, aspek-aspek seperti jenis
barang, profesi, persentase zakat, dan waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan
perkembangan zaman.®

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang membahas tentang zakat, salah
satunya adalah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah 2/43 yang berbunyi:

Gl & V80058850 15 812l 1581

Terjemahnya:

tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang
rukuk’

Terjemahan Bahasa mandar

“Anna ke’deangi sambayang anna bayari sakka’ anna ruku’o siola
inggannana to ruku”®

Tunaikanlah shalat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-

rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang

®Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di
Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang” (PhD Thesis, Tnstitut Agama Islam Negeri
(IAIN)Parepare, 2020).

"Kementrian agama RI, AL-Qur’an AL-Karim (Bogor:Unit Percetakan AL-Qur’an, 2018),
h. 7.

8Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koroang Mala’bi: al-Qur,an Terjemahannya Bahasa
Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2022), h.10.



telah Allah berikan kepada kalian. Dan tunduklah kalian kepada Allah Bersama
Muhammad SAW yang tunduk kepadanya.

Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang
berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat itu wajib atas umat islam,
sama dengan kewajiban sholat. Allah telah memfardhukan zakat atas hamba-
hambaNya. Kewajiban zakat banyak sekali dihubungkan dengan perintah
mendirikan shalat, artinya bahwa zakat adalah salah satu ibadah yang wajib
hukumnya bagi kaum muslim. D1 dalam AL-Qur’an telah disebutkan sebanyak 28
ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat.’

Namun, dalam praktik pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, Kecamatan
Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, terdapat kekeliruan dalam penyalurannya.
Salah seorang amil zakat lebih mengutamakan keluarga terdekatnya, padahal
keluarga tersebut tidak termasuk dalam kategori penerima zakat. Akibatnya,
sebagian asnaf yang berhak justru tidak memperoleh haknya.

Dari kenyataan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembagian Zakat

Fitrah di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat kabupaten Mamuju.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji
oleh penulis sebagai berikut:
1. Bagaimana pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang

Barat Kabupaten Mamuju?

® T.M. Hasbi As-Shiddieqy, pedoman Zakat, (Semarang:PT Pustaka Riski Putra, 1991), h.



2. Bagaimana tinjauan hukum ekomomi syariah terhadap pembagian zakat

fitrah di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian

Deskripsi Fokus

Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah
aturan hukum atau hukum yang dijadikan
sebagai pedoman dalam mengkaji masalah

ekonomi berdasarkan perspektif syariah.

Pembagian zakat fitrah

Pembagian  zakat fitrah  merupakan
pembagian yang harus diberikan kepada
orang yang berhak menerimanya sesuai
dengan ketentuan yang sudah ada. Dan

Pembagiannya harus di lakukan sebelum

pelaksanaan sholat Idul Fitri.

D. Kajian Pustaka/Pencelitian Terdahulu

Kajian pustaka/Penelitian terdahulu sangat berfungsi untuk membedakan

penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun

perbedaan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Andi Bunga Eja, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada

tahun 2022 dalam judul skripsinya ‘“Manajemen Distribusi Zakat Produktif

Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majene”. Berdasakan

hasil penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan

menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan pada hasil analisis dan

pengolahan data bahwa manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS

Kabupaten Majene sudah sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanan,



pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh
BAZNAS Kabupaten Majene. Adapun tahapan distribusi zakat produktif
pada BAZNAS Kabupaten Majene adalah tahapan sosialisasi, pengajuan
permohonan, pemeriksaan berkas, survey kelapangan, rapat hasil survey,
permohonan konvirmasi penyaluran dana ke wakil ketua II, meminta dana ke
bagian perecanaan keuangan dan pelaporan, pemberian zakat, pendampingan
kepada mustahik.°

Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada manajemen
distribusi zakar produktif pada BAZNAS sedangkan penelitian yang akan
peneliti teliti lebih berfokus pada pembagian zakat fitrah. Adapun

persamaannya sama-sama melakukan penelitian terkait zakat.

. Reski, Sekolah Tingi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2022

dalam judul skripsinya “Praktik Zakat Fitra Di Desa Kalumammang
Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”. Hasil
dari penelitian menunjukan bahwa praktik pengelolaan zakat fitrah yang di
terapkan oleh masyarakata Desa Kalumammang Kabupaten Polewali
Mandar. Dilihat dari permasalahn diatas dan di kaitkan dengan syarat-syarat
pembayaran dan penyaluran zakat fitrah dari dua tempat yaitu sando (Dukun)
dan UPZ, tidaklah bertentangan dengan syariat dalam Islam karena
masyarakat dan para unit pengelolaan zakat (UPZ). masyarakat membayar
zakat fitrah sesuai dengan yang di ajarkan dalam agama Islam dan para UPZ
juga menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan ajaran agama Islam dan

ketentuan dari pemerinta setempat tentang pembagian zakat fitrah.

©YAndi Bunga Eja “Manajemen Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat

Nasional (Baznas) Kabupaten Majene”, Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene 2022),

h. 55.



Pembayaran zakat fitrah kepada dukun (Dukun) juga tidak bertentangan
dengan ketentuan pemerinta setempat, karena pembayaran zakat di sando
(Dukun) adat dan dinamakan zakat fitrah karena bertepatan pada bulan hari
raya idul fitri. Hasil dari penelitian dari dua tempat pembayaran zakat fitrah
yaitu UPZ dan sando (Dukun) di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali
Mandar dapat di simpulkan dari beberapa permasalahan yang pertama
pembayaran zakat fitrah dua tempat yaitu (UPZ) unit pengelolaan zakt fitrah
dan (sando) dukun tersebut tidak bertentangan dengan syariat-syarat yang di
ajarkan dalam agama Islam.!

Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada 2 tempat
pembayaran zakat yang pertama kepada sando (dukun) yang kedua unit
pengelolaan zakat (UPZ) sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti lebih
berfokus pada pembagian zakat yang tidak sesuai ketentuan yang sudah ada.

Adapun persamaannya sama-sama melakukan penelitian tentang zakat.

. Dian Nursyafitri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada

tahun 2023 dalam judul skripsinya “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi
Pada Badan Amil Zakat Nasional”. Jenis penelitian adalah penelitian
lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan zakat profesi pada Baznas terdapat ketidaksesuaian dalam
hal pengumpulan zakat dari beberapa muzakki Dimana adanya beberapa
muzakki yang tidak menunaikan zakatnya tidak mencapai 2,5% Adapun
efektivitas pelaksanaan zakat profesi pada Baznas di kabupaten Majene
dinilai cukup efektif baik dari segi pngumpulan, pengelolaan dan

pemberdayaan dana zakat profesi dilihat dari beberapa jumlah indikator

UReski “Praktik Zakat Fitra Di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali

Mandar Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022), h.

65.



dalam teori efektivitas yang telah terpenuhi meskipun terdapat beberapa
kendala seperti kurangnya kesadaran para muzakki untuk menunaikan zakat
profesinya serta keadaan operasional Baznas masih terhambat dari segi
finansial.?
Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus pada zakat profesi
sedangkan penelitan yang akan peneliti teliti lebih berfokus pada pembagian
zakat fitrah. Adapun persamaannya sama-sama melakukan penelitian terkait
zakat.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui dan memahami pembagian zakat fitrah di desa pasa’bu kec.
Tapalang barat kab. Mamuju
b. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
pembagian zakat fitrah di desa pasa’bu kec. Tapalang barat kab. Mamuju
2. Kegunaan penelitian
a. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat sebagai
kontribusi penelititan ilmiah, menambah kekayaan pengetahuan bagi
masyarakat, dan membantu dalam pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan
hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini akan menjadi referensi bagi
para panitiazakat/amil zakat untuk mengingat kode etik saat menjalankan tugas
mereka.
b. Secara praktis, memberikan referensi baru kepada peneliti berikutnya untuk
lebih mempelajari masalah penelitian yang serupa. Ini dapat membantu penulis
dan masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang

pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

?Dian Nursyafitri “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat
Nasional”, Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2023), h. 61.



BABII
KAJIAN TEORETIS
A. Hukum ekonomi syariah
1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran agama Islam, karena
ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam
berbagai bidang ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi syariah akan mengikuti panduan
ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem yang mencakup
kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi.*

Hukum ekonomi syariah memiliki ciri terbuka (open system) dengan prinsip
dasar yang mengizikan, kecuali jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh
Islam. Sehingga pemahaman tentang syariah dalam transaksi keuangan (muamalah)
dapat beragam dan sangat dipengaruhi oleh perspektif serta metode yang digunakan
oleh para ahli hukum dalam menafsirkan dan mengkaji hukum muamalah
berdasarkan syariah (Al-Qur’an dan Al-Sunnah).

Hukum ekonomi syariah juga dikenal sebagai "hukum ekonomi Islam"
terdiri dari tiga kata kunci yaitu hukum, ekonomi, dan syariah atau Islam. Untuk
memahami istilah-istilah ini dengan lebih baik, kita perlu memberikan penjelasan
lebih lanjut tentang arti masing-masing.

Pertama, hukum merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur
kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk menjaga keteraturan. Kedua,
ekonomi berkaitan dengan ilmu mengenai prinsip-prinsip produksi, dan
penggunaan barang dan kekayaan, seperti dalam hal keuangan, industri, dan

perdagangan. Ketiga, Syariah menurut Mohammad Daud Ali merupakan pedoman

pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Cet. VIII Jakarta: PT
Rajagrafindo, 2019), h. 13.
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dan ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup larangan dan
perintah, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut, secara sederhana hukum ekonomi
syariah merupakan peraturan yang mengatur kegiatan manusia dalam hal produksi,
distribusi, dan konsumsi, yang didasarkan pada ketetapan Allah dan petunjuk
Rasul.2

2. Dasar hukum ekonomi syariah

Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan,
memberikan solusi yang adil bagi berbagai pihak, antara idealisme dan kenyataan,
serta individu dan masyarakat. Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan utama
sekaligus dasar hukum, memberikan inspirasi untuk seluruh aspek kehidupan.
Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqgarah/2:2 yang berbunyi:

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan)
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Kitta’ (Koro’an) di’e andiang diang abata-batangan di lalangna, menjari
patinroang lao me’atakwa.”’3

Kedua, Al-Sunnah yang mengacu pada tindakan, kebiasaan, dan ucapan
yang berkaitan dengan perbuatan, serta keputusan-keputusan Rasulullah. Pada
dasarnya, Al-Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum yang memberikan
penjelasan tentang apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an serta beberapa aturan

lain yang tidak diatur oleh Al-Qur'an.*

2Jaih Mubarak, dkk., Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 (Jakarta:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah—Bank Indonesia, 2021), h. 2.

3Muh. Idham Khalid Bodi dkk., Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa
Mandar Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 2.

*Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan
Ekonomi Syariah (Cet. I1I Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 18.
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3. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Sebagai bagian dari fiqgih muamalah, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam

hukum ekonomi syariah selaras dengan kaidah figih muamalah. Beberapa prinsip

figih muamalah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah antara lain:®

a.

Prinsip Amanah, berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan
percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab.

Prinsip Keadilan, yang berarti bahwa nilai-nilai keadilan terpenuhi dalam
seluruh aktivitas ekonomi Tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau
dirugikan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam berbagai aktivitas

ekonomi harus dipenuhi secara adil.

. Prinsip transparansi (Ash-Shidq) adalah prinsip yang menjamin keterbukaan dan

kejujuran dalam semua aspek transaksi ekonomi, termasuk penyediaan
informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.
4. Asas-asas hukum ekonomi syariah

Pada hukum ekonomi syariah (figih muamalah), terdapat asas yang terdiri

dari:®

a.

Asas Mu’amanah mengharuskan seluruh umat Islam untuk saling membantu
guna menciptakan kerjasama dalam melaksanakan transaksi ekonomi, yang
mana kolaborasi tersebut merupakan suatu strategis bisnis dimana dua pihak atau
lebih bekerjasama dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk saling
menguntungkan dengan menerapkan prinsip gotong-royong dan saling

mendukung pertumbuhan.

SAndri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan

Dan Bisnis Kontemporer (Cet. 1I Jakarta: Kencana, 2021), h. 7.

®Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang

Tentang Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan perbankan syariah 20, no. 2
2018): h. 151-152.
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b. Asas Musyarakah menegaskan bahwa dalam bentuk kerjasama muamalah,
manfaat tidak hanya diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat, melainkan juga
bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam
transaksi diperlukan sebagai kepemilikan bersama dan tegas dilarang dimiliki
oleh individu secara ekslusif.

c. Asas manfaah (fabadulul manafi’) berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus
memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat. Prinsip ini merupakan
penerapan dari asas atta’awun (tolong-menolong/gotong royong) atau
mu’awanah (saling percaya) dengan tujuan mencipatakan kerja sama di
masyarakat untuk memenuhi kepentingan bersama. Asas manfaah juga berkaitan
dengan prinsip dalam hukum Islam bahwa segala sesuatu di langit dan bumi
adalah milik Allah Swt. oleh karena itu, manusia tidak memiliki hak kepemilikan
mutlak atas dunia ini, melainkan hanya hak memanfaatkan.

d. Asas Antaradhin atau kesepakatan bersama menyatakan bahwa segala bentuk
trasaksi atau kesepakatan antara individu atau kelompok harus didasarkan pada
kesediaan masing-masing pihak. Kesediaan ini dapat mencakup keinginan untuk
menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek kesepakatan dan bentuk
transaksi lainnya.

e. Asas ‘Adamul Gharar berarti bahwa dalam bentuk transaksi tidak boleh ada
gharar/penipuan sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak yang merugikan
oleh pihak lain harus dihindari agar tidak menyebabkan hilangnya kesepakatan
dari salah satu yang bertransaksi.

f. Al-Musawah adalah prinsip yang mengandung makna kesetaraan, yang berarti
bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki kedudkan yang

Sama.
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g. Al-Shiddiq dalam Islam mengajarkan agar manusia senantiasa menjunjung tinggi
kejujuran dan kebenaran. Jika kedua hal tersebut diabaikan, maka hal itu dapat
mempengaruhi keabsahan perjanjian. Perjanjian yang mengandung unsur
penipuan akan di anggap batal dan tidak sah.

h. Asas hak milik dalam Islam mengakui hak milik individu dan mendorong
umatnya untuk berusaha. Dengan memiliki harta, seseorang Muslim dapat
membantu sesama serta memenuhi hak orang lain yang berkaitan dengan harta
tersebut, sehingga melalui hartanya, seseorang Muslim dapat menjadi sumber
kebahagiaan di akhirat.

1. Asas Pemerataan adalah mengandung konsep keadilan dalam muamalah, dengan
tujuan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi hanya pada sekelompok
individu, melainkan bersebar secara adil di dalam masyarakat, termasuk yang
memiliki kekayaan maupun yang tidak mampu. Untuk mencapai tujuan ini,
prinsip-prinsip seperti zakat, shadaqah, dan infaq diatur.

J. Asas Al-bir wa al-Tagwa mengandung makna bahwa A/-bir berarti kebijakan
keadilan atau perilaku yang baik, sedangkan taqwa mencakup rasa takut, kehati-
hatian, mengikuti jalan yang benar, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat,
serta melindungi diri dari murka Allah Swt. prinsip ini menjadi dasar dalam fiqih
muamalah, yang berarti semua aspek dalam figih muamalah harus berlandaskan
dan diarahkan pada A/-bir wa al-Tagwa. Dalam bermuamalah, hal-hal yang
perlu dihindari antara lain adalah maisir (perjudian), gharar (ketidakastian), riba
yang haram, dan transaksi yang tidak sah (bathil).

5. Tujuan ekonomi syariah
Tujuan ekonomi syariah berkaitan erat dengan tujuan inti dari kehidupan
manusia adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diperoleh ketika semua

kebutuhan dan keinginan individu terpenuhi, baik dalam aspek materi maupun
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rohani serta dalam jangka pendek maupun panjang. Kebutuhan materi seperti

pakaian, tempat tinggal, dan harta benda sering menjadi perhatian utama dalam

bidang ekonomi. Pemenuhan kebutuhan materi ini sering diartikan sebagai
kesejahteraan. Namun, dalam upaya untuk meraih kesejahteraan manusia
dihadapkan pada tantangan utama, yaitu terbatasnya sumber daya yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”

Secara umum ekonomi syariah bertujuan untuk:

a. Mengimplementasikan syariat Islam secara lengkap dalam sistem perekonomian
suatu negara sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam
menjadi pondasi bagi Pembangunan masyarakat yang berfungsi untuk
membentuk karakter masyarakat yang seimbang antara dimensi, spiritual dan
material.

b. Membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis Barat
dan komunis Timur untuk mengakhiri keterbelakangan ekonomi yang dihadapi
oleh masyarakat atau negara-negara Muslim.

c. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek perekonomian dan menjaga
moral umat agar terhindar dari pengaruh materialism

d. Membangun ekonomi yang mendukung persatuan dan solidaritas dalam satu
ikatan risalah Islamiyah.

e. Mewujudkan kesejahteraan (fallah) bagi seluruh masyarakat.

"Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, h. 1.
8 Abdul Ghofur, pengantar ekonomi syariah, h. 18.
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B. Zakat
1. Pengertian zakat
Ditinjau dari arti bahasa atau etimologi zakat (asal kata “zakka’) bermakna
mensucikan, membersihkan atau berkembang. Pengertian ini diisyaratkan dalam
salah satu firman Allah SWT yang tersimpul dalam surah At-Taubah 9/103:
L 268 5 2h el 4800 21l 50l (e M
Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan
mereka.

Terjemahan Bahasa mandar:

“Alai sakka’ pole sambare baranna, sawa’ sakka’ di’o diango’o
mappaccingngi anna massarattui alawena 9

Sedangkan menurut istilah syara’, zakat ialah sejumlah harta yang
dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu,
dengan syarat yang telah ditentukan pula. Harta itu disebut zakat, karena ia
membersihkan orang yang mengeluarkan dari dosa, membuat hartanya berkat dan
bertambah banyak.°

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta
tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama dan diberikan kepada
golongan yang berhak menerimanya (ashnaf delapan) menurut ketentuan yang telah
ditetapkan oleh syara’. Sejumlah harta juga sudah diatur di dalam syara’.*

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan

mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya

sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian

®Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koroang Mala’bi: al-qur,an Terjemahnya Bahasa mandar
dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2022), h. 377.

L ahmuddin Nasution, Figh Ibadah (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.
YHamka, dkk., Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h. 12-13.



16

halnya dengan pendapat Ibnu Taimiah, “Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan
hartanya akan bertambah. "Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja,
melainkan dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan
zakat.!? Selanjutnya zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi
syarat, yaitu memiliki harta yang cukup untuk mencapai nisab dan beras untuk
mengelola hartanya, serta bukan merupakan budak atau di bawah kendali tuan.
Seseorang yang memiliki harta senisab dianggap kaya, mekipun dia adalah seorang
anak kecil, anak yatim, atau orang yang tidak waras. Hal ini mereka mayoritas
ulama menegaskan status berakal dan dewasa tidak merupakan syarat wajb untuk
menunaikan zakat.

Ibnu Hamz menekankan bahwa zakat adalah kewajiban dan penting dalam
mengatasi kemiskinan. Dia berpendapat bahwa pemerintah sebagai pengumpul
zakat memiliki wewenang untuk memberikan zanksi kepada mereka yang enggang
membayar zakat, sehingga mereka akan membayarnya baik secara sukarela
maupun terpaksa. Jika seseorang menolak kewajiban zakat, ia dianggap sebagai
murtad, dengan cara ini hukum dapat dikenakkan pada mereka yang menolak zakat,
baik tersembunyi maupun terbuka. Ibu Hamz juga menegaskan bahwa kewajiban
zakat tidak akan hilang hingga zakat tersebut dikeluarkan. Jka seseorang belum
mengeluarkan zakat selama hidupnya, kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi dari
harta yang dimilikinya karena jika tidak berarti dia berhutang kepada Allah swt.

Dari pengertian-pengertian diatas terkandung makna bahwa zakat memiliki
dua dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam

rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya, dan

12K ementrian Agama R1, Panduan Zakat Praktis, Direkorat Pemberdayaan Zakat (Jakarta:
2013), h. 13.

3Euis Amelia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer
(Depok: Gramata Publishing, 2010), H. 193-394.
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dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.* Hikmah dari zakat

yang dapat diambil, baik dalam konteks hubungan dengan Allah swt. maupun

dalam aspek sosisal antar manusia, antara lain adalah:

a. Membantu, mendukung dan membina kaum dhuafa yang lemah secara materi
sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan demikian,
mereka akan mampu menjalankan kewajiban mereka terhadap Allah.

b. mensucikan harta dan jiwa manusia dari sifat kikir, dosa, serta kecintaan
berlebihan pada dunia. Zakat juga mengajarkan akhlak yang dengan sifat Allah,
mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan kasih saying dari fakir
miskin, serta meningkatkan kekayaan. Selain itu, zakat membantu orang lemah,
menandakan rasa syukur atas kepemilikan harta, dan mendorong untuk bekerja
keras, kreatif, produktif, serta efisien dalam penggunaan waktu.

c. zakat adalah ibadah yang bersifat finansial dengan dimensi sosial dan ekonomi,
bertujuan untuk pemerataan berkat dari Allah swt. selain itu, zakat
mencerminkan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, dan keadilan. Zakat juga
memperkuat persaudaraan Islam, mengikuti hubungan antara umat dan bangsa
serta mengurangi jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin,
mehubungkan mereka secara batin dan mengurangi ketimpangan antara yang
kuat dan yang lemah.

d. mencipatakan masyarakat yang sejahtera dengan memastikan hubungan antar
individu berjalan rukun, damai, dan harmonis sehingga menghasilkan situaisi
yang tenang dan aman baik secara lahir maupun batin.*®

2. Yang diwajibkan zakat fitrah

14A. Rahman Ritonga, Dkk., Figih Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 172.

15 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), H. 299
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Zakat fitrah diwajibkan atas semua orang Islam, dan orang-orang yang wajib
ditanggung nafkahnya, seperti anak, istri dan lain-lain yang beragama Islam
karena ada qaidah figh mengatakan setiap orang yang wajib atasnya memberi
nafkah kepadanya wajib dikeluarkan zakatnya.'®
3. Syarat-syarat wajib wajib zakat fitrah
Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila:
a. Orang tersebut beragama Islam
Berdasarkan perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a, “Ini adalah kewajiban
sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw atas orang-orang.”*’
Karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang
berzakat (muzzaki) makahanya orang muslimlah yang dikenakan kewajiban zakat
dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir.8
b. Dia adalah orang merdeka, bukan budak
Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak mudabbar, mu’allag dan
mukatab, dasarnya adalah kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (mudabbar
dan mu’allaq) tidak mempunyai kepemilikan.’® Pada dasarnya, menurut jumhur
zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh
karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang
0

berada di tangan syarik (partner) dalam sebuah usaha perdagangan.?

c. Baligh dan berakal

1616Segaf Hasan Baharun, Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar (Jawa
Timur: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah, 2016), h. 47.

1 Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam (Ponorogo: penerbit STAIN Ponorogo Press,
2011), h. 26.

18Khoirul Abror, Figh Zakat Dan Wakaf (Lampung: Percetakan Permata, 2019), h. 11.
P Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam, h. 27.

20Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2008), h. 98-99.
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Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian,

zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak

termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan

puasa. Zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan

bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila juga termasuk

orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka.

Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat kerabat mereka.

d.

Dia memiliki kekayaan yang mencapai nishab, yang merupakan jumlah minimal
kekayaan yang harus dizakati. Kekayaan tersebut harus.

Sepenuhnya milik sendiri, maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada
di bawah kontrol dan di dalam kekuasannya atau seperti yang dinyatakan oleh
sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya tidak
tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya dapat
di nikmati.?

Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat
rumah tangga, mobil, peralatan dan lain-lain yang digunakan sendiri.

Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan, yaitu melewati haul. Haul
adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang
sudah cukup senisab baru wajib di zakati apabila sudah mencapai setahun
kepemilikan secara sempurna. Tetapi tidak semuanya di syaratkan haul, karena
ada diantaranya harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi
sudah wajib di zakati apabila telah mencapai nisab. Misalnya: tanaman-tanaman
dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai
senishab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil

ternak, dan hasil perdagangan. Dalam hal ini nabi Saw bersabda yang artinya:

2L Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam, h. 28.
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Dari Ali Karamallahu Wajhahu, sesungguhnya nabi Saw bersabda: “Tidak wajib
zakat pada harta kekayaan sebelum sampai haulnya.” (HR Ahmad, Abu Daud
dan Baihaqji).??

h. Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya.? Maksudnya
kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk
berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa
sifat kekayaan itu harus memberikan keuntungan atau pemasukan sesuai dengan
istilah-istilah yang dipergunkan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau kekayaan itu
berkembang dengan sendiri artinya bertambah dan menghasilkan produksi.
Syarat kedua ini sengaja. ditetapkan lantaran Nabi Saw. tidak mewajibkan zakat
atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi sebagaimana ditegaskan
beliau dalam sabdanya, yang artinya: “Seorang muslim tidak wajib
mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya”.?*

4. Syarat sah zakat fitrah

a. Niat, para fuqoha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat
membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah sadagah yang lain.

b. Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi
keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang
orang yang berhak®

5. Hukum-hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah

22Khoirul Abror, Figh Zakat Dan Wakaf, h. 13.

BYasin Ibrahim al-Syaikh, Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta
(Bandung: Penerbit Marja, 2004), h. 55.

24 Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam, h. 29.

SWahbah Az- Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, h. 172
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Adapun hukum-hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai

berikut:%®

a.

Waktu wajib

Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari
(masuk malam hari raya).

Waktu jawaz

Waktu jawaz (boleh mengeluarkannya) Adalah jika sudah masuk bulan
Ramadhan atau mulai hari pertama bulan Ramadhan, boleh dipercepat
pengeluarannya pasda hari-hari itu.

Waktu fadhilah

Waktu fadhilah (utama) mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah fajar sebelum
melaksanakan shalat hari Raya Idul Fitri.

Waktu makruh

Waktu makruh mengeluarkan zakat fitrah Adalah mengakhirkannya sampai
setelah shalat hari Raya sampai terbenamnya matahari.

Waktu haram

Waktu haram mengeluarkan zakat fitrah adalah mengakhirkannya dari hari Raya
yaitu setelah terbenamnya matahari tanpa udzur, maka wajib atasnya untuk
mengqadla’nya dan dia berdosa atas hal itu. Adapun jika dia mengakhirkannya
karena udzur misalnya tidak ada yang berhak di kotanya atau jika menunggu
seseorang yang lebih membutuhkannya, maka hukumnya tidak haram.

6. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah

Para ulama madzab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk

setiap orang adalah satu sha’ (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur

2Segaf Hasan Baharun, Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar, h. 46.
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kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan

pokoknya.

7. Sasaran zakat fitrah/orang-orang yang berhak menerima zakat
Pada awal sejarah pertumbuhan di Mekah, orang-orang yang berhak
menerima zakat itu adalah orang miskin saja. Namun setelah tahun ke-9 Hijriyah
Allah SWT menurunkan ayat 60 surah At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut
menjelaskan secara rinci mengenai orang orang yang berhak menerima zakat, ayat

yang dimaksud ialah:

):J‘JQ_IE)M@J”JJENJAMJL@L:M\}M\};\)ﬂudﬁ\m\
g,;ss;.;;am\ﬁmg;a;a;)sggfm\gg\ﬂmgg;

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Terjemahan Bahasa Mandar

“sitonganna sakka’ di’o sangga’ di lo pakker, 10 kasiasi, pa’urus sakka’.
Muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, 10 lalang
pellambang, di pato’i iya pura nawa _/lkang puang Alla Taala, anna puang Alla
Taala paissang na maroro (adil).

Jadi, menurut penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran

zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Faqir

2"Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., koroang Mala bi, : al-Qur’an Terjemahan Bahasa mandar
dan Indonesia, h. 364.
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Al-Fuqara’® adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-
Fugara’ adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al- Fagir menurut madzab Syafi’i
dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang
mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiiki suami, ayah-ibu,
dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian,
maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia
hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia
meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta
pakaiannya.?®
b. Miskin

Yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang memiliki harta atau
pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi
tanggung jawabnya, namun tidak mencukupi. Atau dengan kata lain orang-orang
yang pemasukannya tidak sebanding dengan pengeluarannya. Seperti biaya hidup
yang harus ia penuhi sebesar 50.000 per hari, namun ia hanya mampu menghasilkan
30.000 per hari. Perbedaan fakir dengan miskin adalah terletak pada pemasukan
yang dihasilkan. Apabila pemsukan tidak mencapai angka separo dari pengeluaran,
maka ia dikategorikan sebagai orang fakir. Namun apabila pemasukan telah
mencapai separo atau bahkan lebih, maka ia dikategorikan sebagai orang miskin.?°
c. Amil

Amil adalah orang-orang yang mendapatkan mandat dari imam (Presiden)
atau wakilnya untuk mengurus zakat. Amil atau panitia zakat adalah orang-orang
yang bekerja memungut zakat.panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran

dan menguasai hukum zakat. Orang yang dikategorikan sebagai panitia zakat ialah

2Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 280.
PTolhah Ma’ruf dkk, Figh Ibadah (Kediri: Lembaga Ta’lif Wannasyr, 2008), h. 240-241.
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orang yang diberi tugas mengambil zakat sepersepuluh (al-‘asyir), penulis (al
katib), pembagi zakat untuk para mustahiq, penjaga harta yang dikumpulkan, (al-
hasyir) yaitu orang-orang yang ditugasi mengumpulkan pemilik harta kekayaan/
orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, (al-arif) orang yang ditugasi
menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat. Bagian yang diberikan
kepada panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang
dilakukannya.Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang
kaya.Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh
mendapatkannya.*°
1) Syarat menjadi amil zakat
Adapun kriteria orang-orang yang berhak untuk menjadi amil zakat adalah
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:®!
a) Seseorang muslim, maka tidak boleh kafir menjadi amil zakat
b) Seseorang yang sudah akil baligh, maka tidak boleh menjadi amil seseorang
yang belum baligh atau orang gila.
¢) Seseorang yang jujur, karena dia akan diperjakan untuk mengurusi harta kaum
Muslimin maka di sini diperlukan kejujuran. Akan tetapi yang disyaratkan di
sini adalah kejujuran yang tampak pada kita, jadi kapan tampak pada khalayak
ramai atau banyak orang mengetahui bahwa dia orang jujur, maka dibolehkan
menjadi amil.
d) Mengetahui tentang hukum zakat, bagi yang disyaratkan untuk berkeliling
mengambil juga menghitungnya akan tetapi seperti sopir penjaga dan lain-lain

tidak disyaratkan hal itu. Selain itu, boleh juga dipekerjakan menjadi amil zakat

30Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 282-283.
31Segaf Hasan Baharun, Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar, h. 54-55.
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dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib dan mereka boleh menerima upahnya dari

zakat.

2) Kadar yang diberikan kepada amil
Kadar yang diberikan kepada amil zakat ini, adalah upah yang sesuai dengan
kerjaanya. Hal itu jika tidak mendapatkan upah dari pemerintah. Dan jika
yang membagikan zakat tersebut bukan pemilik harta sendiri, karena jika
pemilik harta sendiri yang membagikan atau amil zakat yang sudah
mendapatkan upah dari pemerintah maka dia tidak berhak untuk
mendapatkan dari zakat.

d. Mu’allaf

Mu’allaf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul
atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus ini, zakat dibagikan untuk
membebaskan umat dari kejelekan, atau untuk mendapatkan dan memperoleh
bantuan mereka dalam pertahanan umat. Para ulama membagi mereka ke dalam dua
golongan, yaitu muslim dan bukan muslim (kafir).?

Kadar yang diberikan kepada orang mu’allaf tidak ada Batasan tertentu akan
tetapi Kembali kepada kebijksanaan imam atau penggantinya, sedikit banyaknya
Kembali kepada kebijaksanaanya.

e. Rigab

Rigab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk

memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan jelas bahwa telah

menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah

32Yasin Ibrahim al-Syaikh, zakat menyempurnakan puasa membersikan harta (Bandung:
Penerbit Marja, 2004), h. 93.
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tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.>® Kadar yang diberikan kepada budak
adalah kadar yang membebaskan perbudakannya.
f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan
untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat
membayar hutang mereka, hal ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Kadar
yang diberikan dari zakat kepada orang yang berhutang adalah kadar yang
mebebaskannya dari hutang.®*

g. Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Menurut empat
mazhab: orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela. 38
Imamiyah: orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang
berperang, orang—orang yang mengurus majid-masjid, orang-orang yang berdinas
di rumah kemaslahatan umum.

Kadar zakat yang diberikan kepada orang-orang berada di jalan Allah
adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan
lain-lain sekalipun sekalipun mujtahid tersebut adalah orang kaya.*

h. Ibn Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan
perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai
tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk

ke dalam pengertian ini yaitu: orang yang meninggalkan negaranya untuk

33Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab (Jakarta: PT Lentera Basritama,
1996), h. 193.

3Segaf Hasan Baharun, Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar, h. 57-58
%Segaf Hasan Baharun, Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar, h. 58.
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menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang dzolim, mereka yang
mencari perlindungan di negara. Dalam pengertian lain ibnu sabil perjalanan yang
membutuhkan dana untuk menyiarkan agama ke daerah.®® Kadar yang diberikan
kepada ibnu sabil adalah kadar yang menyampaikan ketempat asalnya. Mulai dari
tiket kendaraan sampai kepada uang makannya selama perjalanan.

8. Batas Pembagian Zakat Fitrah

Pembagian zakat fitrah ditujukan untuk para mustahiq zakat yaitu golongan
yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, orang-orang yangberhak
didahulukan untuk menerima, zakat fitrah menurut pendapat yang kuatadalah
golongan fakir miskin. Pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin ditujukan agar
pada HariRaya Idul Fitri mereka tidak meminta-minta.

9. Penggunaan Sisa Zakat

Dalam zakat fitrah, pasti ada sisa beras setelah panitia menyalurkannya
kepada yang berhak mendapatkan atau para mustahiq. Dalam kasus semacam ini
pengggunaan sisa zakat fitrah masih menjadi pertentangan dari beberapa ulama’
dan belum ada dasar hukum yang cukup kuat untuk mempergunakan sisa beras
zakat tersebut.®’

Namun di dalam masyarakat tradisional pada umumnya sisa zakat fitrah
kerap kali digunakan dalam konteks sabilul khoir (jalan kebaikan) atau bisa juga
disebut fii sabilillah. Misalnya untuk kemakmuran masjid, diberikanpada takmir
masjid, dan dimasak untuki acara yang diadakan masjid. Dari makna fii sabilillah
sendiri begitu banyak arti, sehingga dalam penggunaan sisa zakat fitrah banyak

pertentangan di antara ulama atau jumhur.

36 A, Rahman Ritonga, DKk., Figih Ibadah, h. 187.

37Abdul Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-
Idris Dsn. Glangahombo Ds. Kasihan Kec.Tegalombo Kab. Pacitan, Skripsi (Stain Ponorogo, 2015),
h. 39.
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Namun apabila mengacu pada pendapat Yusuf Qardhawi tentang hukum
mempergunakan zakat untuk pembangunan masjid sehingga dapat digunakan untuk
mengagungkan nama Allah, berdzikir kepada-Nya menegakkan syiar-syiar
menunaikan shalat, serta menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasehat-nasehat
maka hal ini termasuk yang diperselisihkan para ulama dahulu maupun sekarang.
Maka demikian itu dapat dianggap sebagai fii sabilillah sehingga termasuk salah
satu dari delapan golongan, sasaran zakat sebagaimana yang dinashkan dalam Al-

Qur’an surat At-Taubah/9:60 yang berbunyi:

BN a5 sl dalials @le Caladly piSally SToED Gdzal
S5 e 0540 03 Al b LR G5 A e (85 G 40

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),
untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang
dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitonganna sakka' di'o, sangga' di to pakker, to kasiasi, pa'urus sakka'
muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, to inrangang di
tangalalanna Puang Alla Taala anna to mamanya lalang di pellambang, di
pato'i iya pura nawajikang Puang Alla Taala, anna Puang Alla Taala
Paissang na Maroro (adil).>®

Para jumhur fugaha sepakat bahwa zakat tidak boleh di berikan kepada
selain yang disebutkan oleh Allah. Seperti pembagunan masjid, jembatan, sarana
pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar
utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang dan lain
sebagainya yang tidak disebutkan oleh Allah SWT karena pada dasarnya hal-hal

tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat.

%Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., Koroang Mala’bi, : Al-Qur’an Terjemahan Bahasa
Mandar Dan Indonesia, h. 364
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Sedangkan pemberian zakat untuk anak yatim haruslah dilihat dulu, jika
termasuk fakir atau miskin maka berhak menerima zakat.Haknya menerima zakat
dikarenakan kefakiran atau kemiskinannya bukan karena keyatimannya. Karena
ada juga anak yatim yang kaya, karena adanya warisan dari orang tuanya yang
melimpah.maka anak yatim yang seperti ini tidak berhak menerima zakat.*® dapat
langsung diserahkan kepada mereka yang terkena tsunami tanpa melihat terlebih
dahulu daerah penghasil zakat.*

10. Hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat

Hukuman bagi yang tidak bersakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis
hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan
hukuman di akhirat. Orang yang enggan berzakat ada kalanya karena ingkar dan
ada kalanya karena kikir. Pertama, orang yang enggan berzakat karena ingkar.
Siapa mengingkari kewajiban zakat, ia kafir berdasarkan ijma’ umat jika ia
mengetahui kewajibannya, karena ia mendustakan Allah dan RasulNya. Kedua,
orang yang berzakat karena kikir. Siapa yang enggan berzakat karena kikir, zakat
dipungut secara paksa darinya dan ia tidak kafir karenanya, meski ia telah
melakukan suatu dosa.*!

11. Hikmah, keutamaan, dan tujuan zakat

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya

dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membtuhkan orang

miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada

%9Lazisnu Temanggung, Panduan Zakat Nu Care Lazisnu Temanggung (Jawa Tengah:
Lazis Nu Temanggung), h. 15.

40Kemenag Ri Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat,
Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kemenag Ri, 2013), h. 74-75.

“1Abdullah Salim Bahammam, Panduan Figh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap
Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji, Terj. Umar Mujtahid, Lc, (Sukoharjo: Zam-
Zam (Jembatan Ilmu, 2019), h. 349.
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mustahiq yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Adapun hikmah zakat adalah
sebagai berikut.*2
a. Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hakhak fakir miskin

sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah/9:103 yang berbunyi:
or we o st Bt gy b E (& b ey o, ezad A auYdEE .oy _ef o 34
Ao el A3 28 OS &lisla () Bl Jias g 23S 55 a8 Hidai 48ia aell 54l (e 2a

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan332) dan
membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu
adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.*®

Terjemahan Bahasa Mandar:

Alai  sakka' pole sambare baranna, sawa' sakka' di'o diango'o
mappaccingngi anna massarattui alawena ise 'iya anna mandoakangi.
Sitonganna do 'amu dio' menjari pappasannang nyawa disesena. Anna
sitonganna Puang Alla Taala Pairrangngi na Paissang.**

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya
adalah Allah yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan
kehendak Allah
b. Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir. Zakat membersihkan jiwa dari
kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang
mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk
membayar zakat. la selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya,
tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

c. Membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki. Kesenjangan sosial yang

mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki.

42M. Ali Hasan, Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 18-24.

4K ementerian agama RI, al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta: lajnah pentasihan mushaf
al-Qur’an, 2019),h.

“Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., Koroang Mala’bi, : Al-Qur’an Terjemahan Bahasa
Mandar Dan Indonesia, h. 377
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Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miski
dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati
karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan
adanya zakat.

d. Membangun masyarakat yang lemah. Masalah kemiskinan di Indonesia
merupakan pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah dan belum kunjung
selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan
mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan
berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah
kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak
tersentuh  walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan
masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan
adalah orang-orang yang sudah mampu.

e. Ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan
cinta Allah daripada cinta terhadap harta.

f. Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orangorang miskin sehingga
akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar
individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi.

g. Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.

h. Membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam

harta.

C. Teori keadilan dalam distribusi zakat
1. Pengertian keadilan dalam Islam
Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menempatkan
sesuatu sesuai dengan hak dan porsinya serta menghindari segala bentuk kezaliman.

Konsep keadilan tidak hanya bermakna kesetaraan, tetapi juga proporsionalitas
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sesuai kebutuhan dan kondisi individu maupun kelompok dalam masyarakat.
Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan menjadi landasan utama dalam pengaturan
distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang berlebihan.*
2. Konsep zakat sebagai instrumen keadilan sosial
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan
sosial. Secara sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari
golongan mampu (muzakki) kepada golongan yang membutuhkan (mustahik).
Melalui zakat, Islam berupaya menciptakan keseimbangan ekonomi dan
mengurangi ketimpangan sosial, sehingga tercapai keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat.*®
3. Landasan normatif distribusi zakat yang adil
Landasan normatif distribusi zakat terdapat dalam Al-Qur’an Surah At-
Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan mustahik zakat. Penetapan
golongan penerima zakat ini menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak dilakukan
secara sembarangan, melainkan berdasarkan kriteria yang jelas dan adil sesuai
kebutuhan serta kemaslahatan umat.
4. Prinsip keadilan dalam distribusi zakat
Prinsip keadilan dalam distribusi zakat mencakup beberapa aspek, antara
lain keadilan proporsional, prioritas kebutuhan, dan pemerataan manfaat. Keadilan
proporsional menekankan bahwa mustahik menerima zakat sesuai tingkat
kebutuhannya, bukan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi
masing-masing. Prinsip ini bertujuan agar zakat benar-benar mampu mengentaskan
kemiskinan.

5. Peran Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi

Yusuf Al-Qaradawi, Figh az-Zakah (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), h. 33.
*6Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2012), h.
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Amil zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan distribusi zakat.
Amil bertanggung jawab melakukan pendataan mustahik, pengelolaan dana zakat,
serta pendistribusian secara tepat sasaran. Profesionalisme dan amanah amil zakat
sangat menentukan tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial.*’
6. Relevansi Teori Keadilan Distribusi Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial
Teori keadilan dalam distribusi zakat memiliki relevansi yang kuat terhadap
upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan distribusi yang adil dan tepat
sasaran, zakat mampu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan
ekonomi, serta menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu,

optimalisasi distribusi zakat menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi

Islam.*8

4"M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2015),
h.189.

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2014), h. 26.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan
metode yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan
meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada
setiap masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tinjuan hukum
ekonomi syari’ah terhadap pembagian zakat fitrah di desa pasa’bu kecamatan
tapalang barat kabupaten mamuju.
2. Lokasi penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di desa pasa’bu kecamatan tapalang
barat kabupaten mamuju dengan pokus penelitian yakni tinjauan hukum ekonomi
syariah tehadap pembagian zakat fitrah. Alasannaya karna peneliti melihat adanya
permasalahan dalam pembagian zakat fitrah di desa pasa’bu yang sering kali
dipraktikkan sehingga peneliti memilih lokasi atau wilayah ini. Alasan subjektif
peneliti memilih lokasi ini karena pertimbangan jarak dari tempat menempuh
pendidikan sehingga dapat meminimalisir penggunaan waktu, tenaga dan dana
dalam melakukan penelitian.
B. Pendekatan penelitian
Ada beberapa pendekatan yang penulis terapkan dalam penelitian ini, yaitu
sebagai berikut.!
1. Pendekatan normatif (syar’i)
Adalah pendekatan yang berlandasan hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Hadist,

Qiyas dan juga pendapat para ulama. Pendekatan normatif syar’i dianggap sangat

'Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 180.

34
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relevan dalam penelitian ini. Yang mana untuk mendapatkan informasi terkait
mengenai status pembagian zakat fitrah yang ada di desa pasa’bu.
2. Pendekataan sosiologis
pendekatan yang berkaitan dengan teori-teori sosial dimana akan mengkaji
yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk berinterikasi langsung
dilingkungan dan pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang
pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan yang ada pada pembahasan
tersebut. Yang kemudian untuk berinteraksi kepada masyarakat untuk mendapatkan
informasi seputar pembagian zakat fitrah yang ada di desa pasa’bu.
C. Sumber data
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data,
yaitu:
1. Data primer
Sumber data primer merupakan sumber data dimana sebuah data yang
dihasilkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung, melalui
observasi serta wawancara.
2. Data sekunder
Data sukunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan pustaka
yaitu berupa bahan bacaan antara lain jurnal, surat kabar, buku, maupun hasil
penelitian lainnya yang diharapkan mampu mendukung data primer. Selain itu juga
data sekunder juga dapat berasal dari kata kepustakaan. Yang mana peneliti
melakukan perbandingan untuk mendapatkan referensi yang relevan.?
D. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian

ni:

2S. Nasution Metode Research, (Penelitian Ilmiah), cet 11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
h, 143.
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1. Observasi
Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan
pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak.® Kegunaan dari
observasi tersebut untuk mengadakan pengamatan setelah peneliti hadir di lapangan
dan mencari data yang diperlukan serta menentukan permasalahan-permasalahan
yang berkaitan dengan pembagian zakat fitrah.
2. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan
secara lisan antara dua atau lebih individu untuk mengumpulkan informasi.*
Percakapan dilakukan dengan topik tertentu. Dalam wawancara ini penulis
melaksanakan wawancara kepada dua Amil yang mengelolah zakat fitrah dan
beberapa yang menerima zakat salah satu diantaranya adalah fisabilillah yang akan
peneliti lakukan.
3. Dokumentasi
Selain pengamatan dan wawancara, dokumentasi adalah Teknik
pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah
mengumpulkan data melalui foto catatan harian yang diambil selama wawancara.
E. Instrumen Penelitian
Manusia atau peneliti sendiri merupakan alat atau instrumen utama dalam
mengumpulkan data melalui observasi, bertanya, mendengarkan, meminta dan
mengumpulkan data. Tergantung pada jenis data yang dibutuhkan dan sifat
tantangan penelitian, instrumen penelitian juga dapat dianggap sebagai struktur
penelitian. peneliti akan menggunakan sejumlah alat dalam penelitian ini, antara

lain sebagai berikut:

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h, 71
* Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, h.231.
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a. Pedoman Wawancara

Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu
dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum atau universalyang
diharapkan mampu mendapatkan jawaban yang lugas, kongkret dan jelas bukan
hanya jawaban yang singkat seperti iya atau tidak. Pedoman wawancara berguna
untuk menigkatkan penelitian mengenai pokok-pokok yang dibahas, sekaligus
menjadi daftar untuk diuji apakah pokok-pokok tersebut sudah relevan untuk
dibahas atau tidak.®
b. Alat tulis

Alat tulis merupakan salah satu yang digunakan dalam proses penelitian,
alat tulis in berupa buku catatan atau notepad, pulpen dan sebagainya yang
digunakan untuk mencatat poin-poin penting saat melakukan penelitian.
c. Telepon Genggam

Yang digunakan ketika peneliti ingin mengambil gambar, merekam suara
atau video selama penelitian berlangsung baik itu dalam proses wawancara,
observasi, ataupun dokumentasi. Yang mana untuk mendapatkan penelitian yang
akurat yang sesuai fakta yang ada di lapangan.
F. Teknik pengolahan data dan analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman
untuk melakukan pengolahan data dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian
data(penampilan), dan memverifikasi atau penarikan kesimpulan. (Conclusion

drawing/verification).’

*Imami Nur Rachmawati, (Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara,
2017), h, 37

8Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2018), h. 246-252.
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Sehingga data yang telah terkumpulkan kemudian diolah dan dianalisis
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti bahwa semua data dirangkum dengan memilih hal-hal
utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema
dan polanya. Dengan kata lain, setelah mengumpulkan data dari observasi,
hasil wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini, peneliti
kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang relevan dengan penelitian
untuk memudahkan menganalisis data.

2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai
bentuk, seperti bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, dan
sebagainya. Maksudnya, setelah data dipilih atau direduksi, peneliti
menyajikan data dalam bentuk bagan atau kategori atau uarain singkat. Untuk
membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan
berikutnya berdasarkan apa yang telah mereka paham.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data berarti peneliti
akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan
menggunakan hasil dari informan yang memahami masalah. Kemudian,
peneliti menarik Kesimpulan dari temuan tersebut.

G. Penguji keabsahan data

1. Triangulasi sumber, merupakan dalam rangka menguji keabsahan data,
dilakukan triangulasi sumber yang melibatkan pemeriksaan data yang
diperoleh dari berbagai sumber yang terdapat dalam fiqih muamalah. Dengan
memanfaatkan lebih dari satu sumber, data tersebut dianalisis,
diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perspektif yang
serupa, berbeda, dan spesifik dari masing-masing sumber data, dengan tujuan

menemukan data yang valid dan dapat dipercaya.
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2. Triangulasi teknik adalah suatu metode untuk memverifikasi validitas data.
Dalam proses ini, triangulasi teknik melibatkan pengecekan data
menggunakan sumber yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda
seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Dengan mengaplikasikan
beberapa teknik tersebut, dapat ditentukan data mana yang dianggap valid dan
dapat dipercaya.

3. Triangulasi waktu yaitu dilakukan pendekatan di mana pengecekan dilakukan
melalui wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu dan situasi yang
berbeda. Pendekatan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan

keakuratan data.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten
Mamuju
1. Letak Geografis dan Administrasi

Desa pasa’bu merupakan sebuah desa yang berarti banyak penduduk.
sebelumnya, Desa ini merupakan ibu kota kecamatan Tapalang Barat. Terdapat
Pelabuhan alam yang menjadi daya Tarik utama bagi Desa ini. Masyarakat yang
tinggal di Desa Pasa’bu berasal dari pegunungan dan terdiri dari beberapa etnis
seperti Toraja, Mambie, dan Mamasa. Pemekaran Desa Pasa’bu dari Desa Dungkait
terjadi pada tahun 1995 sebagai Desa persiapan dan pada tahun 1997 menjadi Desa
definitif. Listrik mulai masuk ke Desa Pasa’bu sekitar tahun 1994-1995 dan
memulai membangun jalan menuju jalan poros Sulawesi Barat. Sumur air bersih di
Desa Pasa’bu kebanyakan berasal dari air sumur dan mata air. Sumur buatan
Belanda adalah sumber air bersih pertama yang ada sejak tahun 1938. Instansi
pendidikan yang ada di Desa Pasa’bu seperti SD Inpres, SMP, SMK sudah ada sejak
1995.

Desa pasa’bu secara administarif terletak di kecamatan tapalang barat,
kabupaten mamuju, provinsi Sulawesi barat. Wilayah utara berbatasan dengan desa
tanete pao, wilayah timur berbatasan dengan desa orobatu, wilayah Selatan desa
pasa’bu berbatasan dengan laut selat makassar, dan pada wilayah barat berbatasan
dengan desa ahu. Luas Desa Pasa’bu melalui pemetaan spasial berbasis
pembangunan data Desa presisi bulan November-Desember 2022 sebesar
598.42517 hektar. Masing-masing Dusun memiliki luasan wilayah: Dusun Sarana

= 76.819383 hektar, Dusun Labuang = 49.871573 hektar, Dusun Ujung Bundu =
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69.315907 hektar, Dusun pasa’bu = 64.793915 hektar, Dusun = 50.990992 hektar,
Dusun Kalasompeng = 98.035427 hektar, dan Dusun Le’be= 188.597973 hektar.

Sarana dan prasarana yang terbesar di desa pasa’bu meliputi bengkel, jasa
dan perdagangan (UMKM), perkantoran (Kantor Desa Pasa’bu Kantor Urusan
Agama), lapangan olahraga, peribadatan (masjid dan musholla), Pendidikan
(TK/PAUD, Pendidikan agama, SD, SP SMA), pemakaman Islam. Jenis
penggunaan lahan di desa pasa’bu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu terbangun,
nonterbangun, dan perhubungan yang terdiri dari 27 jenis. Berdasarkan hasil
pemetaan penggunaan lahan, terbangun pada wilayah tersebut terdiri dari 12
kategori, di antaranya jasa jasa dan perdagangan, Kesehatan, olahraga, pekarangan,
perkantoran, pemakaman, Pendidikan peribadatan permukiman, bangunan lainnya,
jalan dan jembatan. Total luas lahan terbangun sebesar 26.102235 hektar.
Sementara lahan non terbangun terdiri dari empang, hutan, kebun campuran,
Perkebunan, ladang/tegalan, kebun kelapa, mangrove, sagu, samak, pisang,
cengkeh, dan sawah dengan total luas lahan sebesar 565. 2478 hektar. Terdapat juga
kategori perhubungan seperti jalan utama, jalan desa atau lorong yang memiliki
total luas lahan 3.554942 hektar. Kebun campuran memiliki luas lahan tertinggi,
yaitu 242. 740697 hektar. Sedangkan hutan memiliki luas lahan kedua terbesar
dengan jumlah 226.183 hektar. Kategori kebun menggambarkan tutupan lahan
berdasarkan jenis tanaman seperti kelapa, cengkeh dan kelapa sawit. Kebun
campuran merupakan campuran dari beberapa jenis perkebunan seperti pohon jati
putih, langsat, mangga, papaya, dan pasang. Ladang terdiri dari tanaman ubi dan
jagung.

2. Kondisi Fisik Dasar
Langkah pertama dalam melakukan pengembangan kawasan adalah menilai

keadaan fisik dasar lahan, meliputi data elemen fisik dasar kecamatan tapalang
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barat opu berikut ini: topografi dan kemiringan lereng, geologi dan jenis tanah, dan
curah hujan:
a. Topografi

Kemiringan lahan desa pasa’bu merupakan area permukaan yang lumayan
beragan mulai dari datar hingga sangat curam, desa pasa’bu umumnya memiliki
kemiringan lereng yang agak curam hingga sangat curam di mana di daerah tersebut
diperuntukkan untuk daerah perkebunan dan hutang lindung. Desa pasa’bu juga
memiliki daerah yang datar di mana daerah tersebut di peruntukkan untuk daerah
pemukiman. Kemiringan lerengnya menunjukkan lima kelas, yakni 0 sampai 8
persen, 8 sampai 15 persen, 15 sampai 25 persen, 25 sampai 40 persen, dan 45
persen.
b. Demografi

Bagian demografi desa berisikan data yang akan dibahas mengenai profil
demografi Desa Pasa’bu. Data yang akan ditampilkan meliputi jumlah keluarga,
jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan piramida penduduk. Semua
informasi akan membantu untuk Memberikan ganbaran tentang kondisi demografi
Desa Pasa’bu dan bagaimana tingkat  produktivitas penduduknya. Data
kepemilikan KTP, akta lahir, dan status perkawinan merupakan hal yang sangat
penting bagi masyarakat, karena menunjukkan indentitas dari seseorang dan
hubungan keluarga yang sah. Informasi ini memiliki peran penting dalam hal
pembuatan dokumen penting seperti paspor, kartu indentitas lain dan pendaftaran
perkawinan. Oleh karena itu, melihat data kepemilikan KTP, akta lahir, dan status
perkawinan dapat Memberikan informasi mengenai Tingkat pendidikan dan

kesejahteraan masyarakat.
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Tabel 4.1

Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa Pasa,Bu Kecamatan

tapalang barat 2024.
No Mata pencaharian Jumlah penduduk Persentase %
1. | PNS 60 4,47
2. | Petani 918 68,97
3. | Wiraswasta 118 8,66
4. | Buruh Tani 133 9,28
5. | Tukang Kayu/Batu 129 9,77
Jumah 1358 100

Sumber: kantor desa pasa’bu

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa bentuk mata pencarian yang
terbesar di Desa Pasa,bu adalah petani sebanyak 918 penduduk (68,97). Kemudian
sebagai PNS berjumlah 60 orang (4,47), untuk wiraswasta sebanyak 118 orang
(8,66), buruh tani sebanyak 133 orang (9,77), dan sebagai tukang kayu/batu 129
orang (9,77). Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Pasa’bu
bermata pencarian sebagai petani. Hal ini tentunya terjadi karena didukung oleh
keadaan wilayah yang sebagian besar adalah kebun/ladang dan sawah serta keadaan
geografisnya yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kesuburan
yang tinggi.
B. Praktik Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat

Kabupaten Mamuju

Zakat fitrah dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian
ketimpangan dalam masalah moral, sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang terjadi
di Tengah-tengah masyarakat dapat di atasi dengan zakat. Apabila pengelolaan

zakat dilakukan dengan baik. Potensi zakat di Indonesia bisa dilakukan luar biasa
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akan tetapi praktek pembagian zakat fitrah selama ini di desa pasa’bu, penggalian
potensi dan pengelolan zakat fitrah dilakukan secara personal. Ketertiban lembaga,
baik pemerintah maupun swasta masih jarang terlihat.

Zakat fitrah adalah salah satu ketentuan yang telah diatur dalam syariat
Islam untuk memberi edukasi kepada manusia hidup di dalam lingkaran kehidupan
soisal, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan
dan saling memanusiakan dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat fitrah juga
memberi makna bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh
kehidupan yang layak.*

Zakat fitrah dalam Islam adalah ibadah sosial yang berfungsi membersihkan
jiwa serta membantu mereka yang membutuhkan menjelang hari raya Idul Fitri.
Dalam teori figh zakat, zakat fitrah wajib diberikan kepada delapan golongan
(asnaf) penerima zakat sebagaimana disebut dalam QS. At-Taubah: 60. Namun
hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian mustahiq merasa zakat dibagikan
secara tidak proporsional baik dari segi jumlah maupun urutan prioritas penerima,
seperti mendahulukan kerabat atau orang yang tidak dalam kategori yang berhak,
sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

Di desa pasa’bu kecamatan tapalang barat kabupaten mamuju memilik 4
(empat) Masjid, sehingga Masyarakat memiliki empat tempat dalam
mengumpulkan zakat fitrah. Dari keempat Masjid tersebut masing-masing
memiliki satu amil zakat fitrah.

Melalui pendekatan sosiologis, pembagian zakat fitrah mencerminkan
struktur sosial, hubungan kekuasaan, serta kepercayaan masyarakat terhadap tokoh

lokal dan amil. Mekanisme distribusi yang dilakukan tanpa pedoman tertulis,

Eka triwahyuni dkk. Pembagian zakat fitrah kepada mustahiq: studi komparatif ketentuan
ashnaf menurut imam syafi’l dan imam malik, “jurnal ekonomi dan perbankan syari’ah 8, no.2
(2017): h. 155-156.
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melainkan berdasarkan pengamatan dan kedekatan sosial, menunjukkan bahwa
unsur lokalitas dan relasi sosial sangat mempengaruhi siapa yang dianggap layak
menerima zakat. Fenomena ini bisa menciptakan eksklusi sosial.
1. Amil Zakat Fitrah
Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab
pertanyaan yang dikemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang
didapatkan.

Berikut penuturan bapak Rismanto,S.Sos:?

“Proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Pasa’bu dilaksanakan sesuai
dengan arahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tapalang Barat dan melibatkan beberapa amil zakat di masing-masing
dusun. Proses tersebut meliputi penentuan besaran zakat fitrah yang wajib
dikeluarkan, pemilihan cara pembayaran, hingga penyerahan zakat kepada
amil atau secara langsung kepada mustahik™.

“Seingat saya, selama menjalankan tugas sebagai amil zakat fitrah di desa
ini, terdapat dua bentuk zakat fitrah yang diterima, yaitu berupa beras dan
uang. Namun, sejak tahun 2023, zakat fitrah yang diterima dari masyarakat
mengalami perubahan, yakni hanya dalam bentuk uang saja”.

“Mekanisme pembagian zakat fitrah kepada para mustahik tetap mengacu
pada tata cara serta ketentuan syariat Islam. Khusus untuk kategori penerima
zakat yang tidak terdapat di Desa Pasa’bu, seperti muallaf, maka hak zakat
tersebut dialihkan dan digabungkan ke dalam kategori mustahik atau asnaf
lainnya yang ada. Sementara itu, zakat untuk ibnu sabil dikelola dan
disalurkan oleh Ketua Unit Pengelola Zakat. Selebihnya, pembagian zakat
fitrah kepada mustahik dilakukan secara langsung oleh amil zakat”.

“Penentuan pihak yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Pasa’bu
ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pasa’bu. Penetapan tersebut dilakukan
melalui panitia pembangunan masjid maupun secara langsung oleh
pemerintah desa melalui aparat desa yang berwenang”.

“Tidak terdapat pedoman tertulis mengenai tata cara pembagian zakat fitrah.
Hal ini dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang
Barat menganggap bahwa para amil zakat telah memahami ketentuan dan
mekanisme pembagian zakat fitrah sesuai dengan syariat yang berlaku. Oleh
karena itu, Kantor Urusan Agama hanya menerbitkan Surat Keputusan (SK)
sebagai dasar penunjukan amil zakat fitrah”.

2Rismanto (47 Tahun), Dinas Sosial, Wawancara, Pasa’bu, 11 Mei 2025.
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“Menurut pandangan pribadi saya, sejak diangkat sebagai amil zakat fitrah
di Desa Pasa’bu, pelaksanaan penyaluran zakat fitrah telah sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini karena sebelum zakat fitrah
disalurkan kepada para mustahik, saya bersama seluruh amil zakat di Desa
Pasa’bu terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menetapkan pihak-
pihak yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu, kami menilai bahwa
pelaksanaan zakat fitrah tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum ekonomi syariah”.

“Kalau menggunakan uang itu lebih mudah, karena penerima bisa langsung
memanfaatkannya  sesuai  dengan  kebutuhannya. @ Ada  yang
menggunakannya untuk membeli beras, ada pula yang untuk keperluan lain
menjelang Lebaran. Selain itu, zakat dalam bentuk uang lebih banyak
disalurkan oleh pegawai, sedangkan zakat dalam bentuk beras umumnya
berasal dari para petani.”

“Dalam praktiknya, ketika amil zakat hendak menyalurkan zakat kepada
asnaf ibnu sabil, tidak tersedia data atau daftar nama penerima yang tercatat
secara resmi. Oleh karena itu, amil zakat di setiap dusun memberikan
amanah kepada remaja masjid di Desa Pasa’bu untuk mengidentifikasi
calon penerima zakat ibnu sabil di masing-masing dusun. Penyaluran zakat
tersebut didasarkan pada kepercayaan dan informasi yang disampaikan
secara lisan, misalnya dengan menyatakan bahwa seseorang berhak
menerima zakat karena sedang menempuh pendidikan di pesantren. Dengan
demikian, penentuan penerima zakat ibnu sabil tidak didukung oleh data
tertulis, melainkan hanya berdasarkan amanah dan pertimbangan dari pihak
yang diberi kepercayaan. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) hanya
memberikan arahan dan ketentuan terkait besaran zakat yang wajib
dikeluarkan oleh muzakki. KUA tidak melakukan pendataan secara khusus
mengenai penerima zakat, termasuk untuk asnaf ibnu sabil”.

Berikut penuturan bapak Masnun:®

“Sebelum menerima masyarakat yang hendak menunaikan zakat fitrah, saya
terlebih dahulu menolak penerimaan zakat tersebut. Hal ini dikarenakan
pada tahun sebelumnya saya masih menunggu arahan dari Kantor Urusan
Agama, yang berwenang menentukan mekanisme dan waktu pengumpulan
zakat fitrah”.

“Selama saya menjalankan tugas sebagai amil zakat fitrah, terdapat dua
bentuk zakat yang diterima, yaitu berupa beras dan uang. Namun, apabila
dibandingkan, masyarakat lebih banyak menunaikan zakat fitrah dalam
bentuk uang daripada beras. Adapun masyarakat yang membayar zakat
fitrah dalam bentuk beras pada umumnya berasal dari kalangan petani”.

“Mekanisme pembagian zakat fitrah kepada para mustahik dilakukan secara
langsung oleh para amil zakat kepada pihak-pihak yang termasuk dalam
kategori penerima zakat fitrah. Di Desa Pasa’bu, tidak seluruh delapan

3Masnun (58 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Pasa’bu, 15 Mei 2025.
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golongan penerima zakat (asnaf) tersedia. Salah satu golongan yang tidak
terdapat di desa ini adalah muallaf, sehingga bagian zakat untuk muallaf
dialihkan dan digabungkan ke dalam golongan penerima zakat yang ada di
Desa Pasa’bu. Adapun zakat fitrah untuk kategori ibnu sabil diserahkan
kepada Ketua Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Pemerintah
Desa Pasa’bu”.

“Zakat dalam bentuk uang dianggap lebih praktis karena tidak merepotkan
dalam pengangkutan beras, serta memberikan kebebasan kepada penerima
untuk memilih kebutuhan yang ingin dibeli.”

“Penentuan penerima zakat fitrah dilakukan oleh aparat desa bersama
panitia pembangunan masjid di setiap dusun. Aparat desa mencatat nama-
nama masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah, kemudian
menyerahkan daftar tersebut kepada masing-masing amil zakat yang
bertugas di Desa Pasa’bu”.

“Hingga saat ini belum terdapat pedoman tertulis mengenai tata cara
pembagian zakat fitrah, karena para amil zakat dianggap telah mengetahui
dan memahami mekanisme pembagiannya”.

“Menurut pandangan pribadi saya, pelaksanaan pembagian zakat fitrah telah
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini karena
sebelum zakat fitrah disalurkan, kami terlebih dahulu meneliti dan
menetapkan pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan kategori
asnaf penerima zakat fitrah”.

“Karena di Dusun Le’be jumlah asnaf masih terbatas dan hanya terdapat
beberapa orang yang memenuhi kriteria, maka saya memberikan zakat
tersebut kepada keponakan saya.”

Berikut penuturan bapak Jamaluddin:*

“Proses pengumpulan zakat fitrah dilakukan dengan cara masyarakat datang
ke rumah saya. Selanjutnya, saya memberikan selembar kertas yang berisi
ketentuan dan mekanisme pengumpulan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, termasuk mengenai
besaran atau jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Setelah surat edaran
tersebut diterbitkan, saya menyampaikannya kepada masyarakat yang
hendak menunaikan zakat fitrah agar mereka memahami proses
pengumpulan zakat fitrah yang berlaku di desa ini”.

“Bentuk zakat fitrah yang saya terima dari masyarakat selama menjalankan
tugas sebagai amil zakat di Desa Pasa’bu pada umumnya berupa uang, yang
besarannya dihitung berdasarkan harga beras yang dikonsumsi. Selain itu,
terdapat pula sebagian masyarakat yang menunaikan zakat fitrah dalam
bentuk beras”.

“Dengan demikian, mekanisme pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan
di Desa Pasa’bu telah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang

4Jamaluddin (69 Tahun), Petani, Wawancara, Pasa’bu, 17 Mei 2025.
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berlaku. Namun, karena tidak terdapat mustahik dari golongan muallaf di
Desa Pasa’bu, maka bagian zakat tersebut dialihkan dan digabungkan ke
dalam golongan mustahik atau asnaf lain yang ada di desa tersebut. Adapun
zakat fitrah untuk kategori ibnu sabil diserahkan kepada Ketua Unit
Pengelola Zakat (UPZ), sedangkan selebihnya dibagikan secara langsung
oleh para amil zakat”.

“Penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat fitrah dilakukan oleh
Pemerintah Desa Pasa’bu bersama masing-masing ketua panitia
pembangunan masjid di setiap dusun. Selanjutnya, aparat Desa Pasa’bu
menyampaikan daftar nama penerima zakat fitrah tersebut kepada para amil
zakat yang bertugas di Desa Pasa’bu”.

“Terkadang beras yang terkumpul tidak mencukupi untuk dibagikan kepada
semua penerima, sehingga sebagian zakat diganti dalam bentuk uang agar
pembagiannya dapat dilakukan secara merata.”

“Mengenai pedoman tertulis tentang tata cara pembagian zakat fitrah di
Desa Pasa’bu, hingga saat ini belum tersedia. Hal tersebut kemungkinan
karena para amil zakat dianggap telah memiliki pengetahuan yang memadai
mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Selain itu, Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat juga dinilai telah memberikan
kepercayaan kepada para amil zakat fitrah dalam melaksanakan pembagian
zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak diterbitkan
pedoman tertulis secara khusus”.

“Menurut pandangan pribadi saya, pelaksanaan pembagian zakat fitrah di
Desa Pasa’bu telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
Hal ini karena para amil zakat terlebih dahulu menetapkan pihak-pihak yang
berhak menerima zakat dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang telah
ditetapkan”.

Berikut penuturan bapak Muhammad As’ad Tahir, S.Ag :°
“Setelah Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tapalang Barat mengenai proses pengumpulan zakat
fitrah diterbitkan, saya menyampaikannya dengan membacakan ketentuan
tersebut kepada masyarakat yang hendak menunaikan zakat fitrah”.

“Adapun bentuk zakat fitrah yang saya terima dari masyarakat bergantung
pada jenis yang dibawa oleh pihak yang menunaikan zakat. Namun, seingat
saya, sebagian besar masyarakat membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.
Selain itu, terdapat pula masyarakat yang menunaikan zakat fitrah dalam
bentuk beras”.

“Mekanisme pembagian zakat fitrah yang kami laksanakan sebagai amil
zakat tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Karena di Desa Pasa’bu
tidak terdapat mustahik dari golongan muallaf, maka bagian zakat tersebut
dialihkan dan digabungkan ke dalam golongan asnaf yang ada. Adapun

SMuhammad As’ad Tahir (71 Tahun), Aparat Desa, Wawancara, Pasa’bu, 17 Mei 2025.
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zakat fitrah untuk kategori ibnu sabil diserahkan kepada Ketua Unit
Pengelola Zakat (UPZ)”.

“Penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat fitrah dilakukan oleh
Pemerintah Desa Pasa’bu bersama masing-masing ketua panitia
pembangunan masjid. Selanjutnya, pemerintah desa mencatat nama-nama
penerima zakat fitrah dan menyerahkan daftar tersebut kepada masing-
masing amil zakat yang bertugas di Desa Pasa’bu”.

“Mengenai pedoman tertulis pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, sejak
saya menjalankan tugas sebagai amil zakat fitrah belum terdapat pedoman
tersebut. Dalam menyalurkan zakat fitrah kepada para mustahik, kami
berpedoman pada pengetahuan dan pemahaman kami sebagai amil zakat,
karena tata cara pembagiannya dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku”.

“Kami sudah terbiasa membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, sehingga
penyalurannya pun lebih banyak berupa uang dibandingkan beras.”

“Menurut pandangan saya, pelaksanaan pembagian zakat fitrah telah sesuai
dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena seluruh
amil zakat terlebih dahulu dikumpulkan untuk bermusyawarah dan
menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat fitrah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta pembagiannya telah dilakukan secara merata
kepada delapan golongan asnaf penerima zakat fitrah™.

2. Penerima Zakat Fitrah (Mustahiq)

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sesuai
dengan ketetapan syariat. Mereka berada dalam 8 (delapan) golongan asnaf
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, dan menjadi perhatian utama dalam
pembagian zakat fitrah agar tujuan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan
tercapai dalam Masyarakat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari informan
yakni Bapak suhupi, Muthmainna, Alfina.

Berikut penuturan dari Bapak Suhupi:®
“Sejak tahun 2022 hingga saat ini, saya menerima zakat fitrah dari salah
satu amil zakat yang berada di Dusun Beru-Beru, yaitu Bapak Rismanto.
Zakat fitrah tersebut diserahkan kepada saya pada malam takbiran atau
menjelang pelaksanaan Salat Idul fitri”.

5Suhupi (53 Tahun), Petani, Wawancara, Pasa’bu, 20 Mei 2025.
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“Zakat fitrah yang saya terima terdiri atas dua bentuk, yaitu beras dan uang
tunai. Jumlah beras yang saya terima sebanyak lima liter, sedangkan uang
tunai yang diterima sebesar Rp100.000. Namun, pada tahun ini saya hanya
menerima zakat fitrah dalam bentuk uvang tunai, dengan jumlah sebesar
Rp130.000”.

“Jika saya mengingat kembali bagaimana saya bisa menerima zakat fitrah,
pada tahun 2022 salah satu amil zakat fitrah di Dusun Beru-Beru, yaitu
Bapak Rismanto, datang ke rumah saya. Pada saat itu, beliau mencatat nama
saya sebagai salah satu penerima zakat fitrah.”

“Pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil telah berjalan secara
merata, karena penyalurannya telah ditentukan oleh amil zakat fitrah dan
diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.”

“Terkait pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil di Desa
Pasa’bu, saya merasa puas karena penyalurannya telah diberikan kepada
orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh para amil zakat fitrah.”

Berikut penuturan dari Saudari Mutmainna:’
“Penerimaan zakat fitrah yang saya terima tidak menentu, karena biasanya
saya tidak menerima zakat tersebut. Namun, pada tahun ini saya menerima
zakat fitrah yang diberikan oleh Ketua Remaja Masjid Hubbul Wathan di
Dusun Beru-Beru, dan zakat tersebut saya terima setelah pelaksanaan salat
Idul Fitri.”

“Terkait penerimaan zakat fitrah, saya terkadang menerimanya dan
terkadang tidak. Namun, pada tahun ini saya menerima zakat fitrah berupa
uang tunai sebesar Rp80.000.”

“Saya mulai menerima zakat fitrah sejak saya menempuh pendidikan di
perguruan tinggi. Pada bulan suci Ramadhan tahun 2021, Ketua Remaja
Masjid Hubbul Wathan datang ke rumah saya untuk mencatat nama saya
sebagai salah satu penerima zakat fitrah. Dari situlah kemungkinan saya
terdaftar dan menjadi penerima zakat fitrah.”

“Menurut saya, pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil belum
sepenuhnya merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan serta
ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan aturan
yang ditentukan dalam Al-Qur’an, penyalurannya belum tersusun secara
berurutan sebagaimana mestinya, karena zakat tersebut terlebih dahulu
dibagikan kepada kami, meskipun saya sendiri telah menerimanya.”

"Mutmainnah (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Pasa’bu, 21 Mei 2025.
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“Terkait rasa puas atau tidak, saya tidak merasa puas terhadap pembagian
zakat fitrah pada tahun ini karena penyalurannya tidak dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Para amil zakat fitrah tidak memperhatikan
urutan asnaf penerima zakat fitrah sebagaimana yang telah ditetapkan.”

Berikut penuturan dari saudari Alfina:®
“Saya menerima zakat fitrah dari Ketua Remaja Masjid Hubbul Wathan
yang diberikan setelah pelaksanaan salat Idul Fitri. Selain itu, pada waktu
yang sama saya juga menerima zakat fitrah dari salah satu amil di Dusun
Beru-Beru, yaitu Bapak Rismanto.”

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Alfina selaku mustahiq
(penerima zakat fitrah), ia menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun lalu
hingga tahun ini dirinya selalu menerima zakat fitrah. Namun, jumlah zakat
yang diterima setiap tahun tidak menentu, terkadang lebih banyak dan
terkadang lebih sedikit. Pada tahun ini, Saudari Alfina menerima zakat
fitrah berupa uang tunai sebesar Rp80.000.”

“Alasan saya dapat menjadi salah satu penerima zakat fitrah kemungkinan
karena pihak yang bertugas membagikan zakat fitrah telah mengetahui
bahwa saya termasuk penerima zakat tersebut. Hal ini karena dalam dua
tahun terakhir saya selalu menerima zakat fitrah, meskipun jumlah yang
diterima tidak menentu.”

“Pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu belum merata, karena masih
terdapat pihak yang layak menerima namun tidak mendapatkan zakat. Hal
ini terjadi karena para amil zakat fitrah belum menyalurkan zakat sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”

“Dalam pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, menurut saya
penyalurannya belum merata. Hal ini karena pembagiannya tidak dilakukan
sesuai dengan kebutuhan para mustahiq, di mana ada yang menerima zakat
berupa beras sekaligus uang tunai, sementara ada pula yang sama sekali

tidak menerima, padahal yang bersangkutan berhak mendapatkan zakat
fitrah.”

3. Tokoh Agama
Berikut pendapat tokoh agama yang ada di Desa Pasa’bu terkait dengan
pembagian zakat fitrah.
Berikut penuturan dari Bapak Muhammad Hilal Alwi, S.Ag: “mengenai dengan
pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa’bu secara umum telah berjalan dengan

struktur yang cukup baik, karena adanya penunjukan resmi terhadap amil zakat oleh

8Alfina (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Pasa’bu, 21 Mei 2025.
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Kantor Urusan Agama (KUA) dan keterlibatan pihak pemerintah desa serta panitia
Masjid. Proses pengumpulan hingga pembagian zakat fitrah telah mengikuti
pedoman dari KUA, meskipun sebagian informan merasa ketidaksempurnaan
dalam implementasinya, seperti ketidakmerataan dan ketidakjelasan kriteria
mustahiq. Kemudian secara normatif, pembagian zakat firtrah sudah mengarah
dengan syariat Islam, yakni membagikan kepada delapan golongan mustahiq
(asnaf) sebagaimana di sebut dalam QS.At-Taubah 9:60.
(523 G ally BN a5 a3l ddlsall 5 (e Gl (Sl 5 o il Canall )
S8 mle 2054 G Ao b R G5 4 Jis
Terjemahnya:
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),
untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang
dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana™.
Terjemahan Bahasa Mandar:
“sitonganna sakka’ di’o sangga’ di lo pakker, 10 kasiasi, pa urus sakka’.
Muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, 10 lalang

pellambang, di pato’i iya pura nawajikang puang Alla Taala, anna puang
Alla Taala paissang na maroro (adil)”®

Namun, dari sisi praktisnya, masih ditemukan kekurangan seperti tidak
semua mustahiq menerima secara merata, beberapa pembagiannya tidak dilakukan
sesuai dengan urutan asnaf, yang menjadi kritik dari sebagian penerima”.

Dari hasil wawancara, tidak ditemukan adanya bimbingan pengawasan
keagamaan secara rutin dari pihak KUA atau lembaga keagamaan lainnya. Amil
zakat hanya diberikan surat Keputusan (SK) sebagai bentuk legalitas, namun tidak
dibarengi dengan pedoman tertulis maupun pelatihan yang yang terstruktur
mengenai tata cara pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. hal ini menjadi celah

yang penting untuk diperbaiki kedepannya.

®Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk., Koroang Mala’bi, : Al-Qur’an Terjemahan Bahasa
Mandar Dan Indonesia, H. 364.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa
Pasa’bu, yakni Bapak Muhammad Hilal Alwi, S.Ag, diketahui bahwa waktu
pelaksanaan pembagian zakat fitrah di desa tersebut berlangsung mulai malam
takbiran hingga setelah pelaksanaan salat Idul Fitri. Waktu tersebut masih berada
dalam rentang yang diperbolehkan menurut ketentuan fiqih. Namun demikian,
pembagian zakat fitrah setelah salat Idul Fitri dinilai kurang ideal, karena secara
prinsip, zakat fitrah sebaiknya disalurkan sebelum salat Idul Fitri agar para
mustahiq dapat turut merasakan kebahagiaan dan keberkahan Hari Raya.

Selain itu, aspek transparansi dalam pengelolaan zakat fitrah dinilai belum
maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pelaporan terbuka mengenai jumlah
zakat fitrah yang dikumpulkan, jumlah mustahiq yang menerima, serta rincian
pembagiannya. Ketiadaan pedoman tertulis juga menjadi faktor yang memengaruhi
efektivitas dan kejelasan dalam proses distribusi zakat fitrah, yang seharusnya
dilakukan secara tertib dan sistematis.

Secara umum, pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa’bu telah berlangsung
dengan semangat gotong royong dan didukung oleh perangkat desa serta pengurus
masjid setempat. Namun demikian, dari sisi penerapan prinsip-prinsip syariah,
masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek keadilan distribusi,
transparansi pengelolaan, serta pengawasan dari lembaga keagamaan yang
berwenang. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pengelolaan zakat fitrah di masa yang akan datang.°

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di
Desa Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju
Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum Islam yang mengatur

seluruh aspek ekonomi umat, termasuk mekanisme distribusi kekayaan agar

Muhammad Hilal Alwi (53 Tahun), PNS, Wawancara, Pasa’bu, 21 Mei 2025.
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tercapai keadilan sosial. Prinsip utama dari hukum ekonomi syariah antara lain
adalah ilahiyyah (berlandaskan keimanan kepada Allah), al-adalah (keadilan), ash-
shidq (kejujuran), dan al-amanah (tanggung jawab). Dalam konteks zakat fitrah di
Desa Pasa’bu, pelaksanaan distribusi masih menghadapi kendala dalam
menunaikan prinsip-prinsip tersebut secara utuh. Ditemukan bahwa proses
pembagian belum merata, transparansi minim, dan belum sepenuhnya berdasarkan
klasifikasi mustahiq sebagaimana yang ditentukan dalam syariat.

Pendekatan ini menekankan bahwa zakat adalah perintah Allah dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat secara tekstual dan
substansial. Dalam konteks ini, zakat bukan sekadar ritual tahunan, melainkan
tanggung jawab moral dan ibadah yang menuntut pelaksanaan sesuai urutan asnaf,
waktu yang ditentukan (sebelum salat Id), serta prinsip keadilan. Ketidaksesuaian
terhadap norma ini, seperti keterlambatan waktu atau pembagian tidak sesuai asnaf,
merupakan pelanggaran terhadap kewajiban syar’i dan mengurangi nilai ibadah
zakat itu sendiri.

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Masyarakat, tentu tidak
terlepas dari aturan dalam syariah. Oleh karena itu, perlu analisis terkait dengan
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa
Pasa’bu Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju. Karena penerapan sistem
tersebut menjadi kebiasaan salam masyarakat dan menganggap sebagai suatu hal
biasa.

Hukum ekonomi syariah mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai
pedoman, ataupun acuan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sehingga, peneliti
melakukan analisis mengenai kesesuaian prinsip tersebut, terhadap pembagian

zakat fitrah di Desa Pasa’bu yakni sebagai berikut:
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a. Prinsip Al-Adalah (keadilan) yaitu suatu prinsip yang memiliki konsep
menempatkan sesuatu pada posis dan juga porsinya. Dalam hukum ekonomi
syariah prinsip ini dipahami dalam konteks terpenuhinya hak dan kewajiban,
sebagai akibat dari transaksi ekonomi yang mampu menafikkan kezaliman
dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para mustahiq serta
tokoh agama di Desa Pasa’bu, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip Al-
Adalah (keadilan) dalam pembagian zakat fitrah belum sepenuhnya terpenuhi
sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Prinsip Al-Adalah dalam konteks zakat fitrah menuntut adanya pembagian
yang proporsional dan sesuai dengan hak masing-masing mustahiq, serta
pelaksanaan yang menjamin bahwa tidak ada satu pun golongan yang
seharusnya menerima zakat tetapi justru diabaikan. Dalam wawancara, sebagian
mustahiq menyampaikan bahwa mereka merasa pembagian zakat fitrah belum
merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta kondisi para penerima.
Misalnya, ada yang menerima zakat dalam bentuk uang tunai dalam jumlah
besar, sementara yang lain tidak menerima sama sekali, meskipun dianggap
layak sebagai mustahiq.

Ketidakmerataan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam
menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang bertentangan dengan semangat
prinsip Al-Adalah. Selain itu, ketidakjelasan dalam kriteria dan sistem pendataan
mustahiq juga menunjukkan belum adanya pemenuhan hak yang setara bagi
seluruh pihak yang membutuhkan, serta potensi munculnya ketimpangan dalam
pelaksanaan kewajiban pengelolaan zakat oleh para amil.

Lebih jauh lagi, ketiadaan pedoman tertulis, kurangnya transparansi dalam

pelaporan jumlah zakat yang terkumpul dan disalurkan, serta pembagian yang
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tidak dilakukan secara sistematis dan terbuka menunjukkan bahwa mekanisme
yang digunakan belum sepenuhnya menghilangkan unsur ketidakadilan
(kezaliman), sebagaimana yang ditegaskan dalam prinsip keadilan ekonomi
syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara niat dan

semangat pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa’bu telah berjalan dengan baik,
dari perspektif prinsip Al-Adalah dalam hukum ekonomi syariah,
implementasinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendataan yang
akurat, pemerataan distribusi, dan transparansi pengelolaan agar seluruh
mustahiq mendapatkan haknya secara adil dan proporsional.
. Prinsip Ash-Shidq (transparansi) salah satu prinsip nilai fundamental yang
menekankan keterbukaan informasi dan kejujuran dalam setiap transksi
ekonomi. Prinsip ini bertujuan agar tidak ada pihak yang termasuk dalam asnaf
penerima zakat fitrah dirugikan karena ketidakhauan atau informasi yang
disembunyikan.

Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pasa’bu belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip Ash-Shidg (transparansi) dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip ini
menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kejujuran dalam setiap
transaksi ekonomi agar tidak ada pihak, terutama mustahiq, yang dirugikan
karena ketidaktahuan atau informasi yang disembunyikan. Dalam praktiknya,
belum tersedia pelaporan terbuka mengenai jumlah zakat yang terkumpul,
jumlah mustahiq, serta rincian pembagian zakat fitrah. Selain itu, ketiadaan
pedoman tertulis turut menghambat terciptanya transparansi, sehingga
masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas mengenai mekanisme distribusi.
Keluhan dari beberapa mustahiq terkait pembagian yang dianggap tidak merata

juga menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pengelola zakat dan
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penerima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek transparansi dalam
pengelolaan zakat fitrah di Desa Pasa’bu masih perlu ditingkatkan agar sesuai
dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam ekonomi syariah.

. Prinsip Al-Amanah (Amanah) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam
hukum ekonomi syariah yang menuntut adanya kejujuran, tanggung jawab, dan
keadilan dalam mengelola serta menyalurkan harta umat, termasuk zakat fitrah.
Amanah mengharuskan amil zakat untuk menyalurkan zakat sesuai dengan
ketentuan syariat dan kepada pihak-pthak yang benar-benar berhak
menerimanya (mustahik).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pasa’bu, pelaksanaan pengumpulan
dan pembagian zakat fitrah pada dasarnya telah berupaya menerapkan prinsip
amanah. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi dengan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tapalang Barat, keterlibatan aparat desa dalam pendataan mustahik,
serta musyawarah para amil zakat sebelum penyaluran zakat fitrah dilakukan.
Proses tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab amil dalam menjaga
kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang diberi mandat mengelola zakat.

Namun demikian, dalam praktik tertentu masih ditemukan kondisi yang
berpotensi menyimpang dari prinsip amanah, khususnya ketika zakat fitrah
diberikan kepada keluarga terdekat amil dengan alasan keterbatasan jumlah
asnaf di suatu dusun. Meskipun penerima tersebut dinilai memenuhi kriteria
mustahik, penyaluran zakat kepada keluarga sendiri tetap harus dilakukan secara
hati-hati, transparan, dan berdasarkan penetapan bersama agar tidak
menimbulkan kesan mendahulukan kepentingan pribadi. Dalam perspektif
amanah, amil zakat dituntut untuk menghindari segala bentuk konflik

kepentingan demi menjaga kepercayaan publik.
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Selain itu, ketiadaan pedoman tertulis mengenai mekanisme pembagian

zakat fitrah juga menjadi catatan penting dalam kaitannya dengan prinsip
amanah. Pedoman tertulis diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban
(akuntabilitas) amil zakat agar pelaksanaan zakat fitrah dapat berjalan secara
konsisten, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam.
. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa
Pasa’bu secara umum telah mengarah pada penerapan prinsip amanah, namun
masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek transparansi, penetapan
mustahik secara objektif, serta penyusunan pedoman tertulis. Penguatan aspek-
aspek tersebut penting agar pengelolaan zakat fitrah benar-benar mencerminkan
nilai amanah sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah.

Pelaksanaan pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu secara umum telah
menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan niat baik dari para amil, namun
berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-
prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip ilahiyyah, al-adalah, ash-
shidg, dan al-amanah. Prinsip ilahiyyah belum terlaksana secara ideal karena
pembagian zakat terkadang melewati waktu yang ditentukan syariat dan tidak
didukung oleh pedoman tertulis. Prinsip al-adalah belum terpenuhi karena
terdapat ketimpangan dalam distribusi dan pendataan mustahiq yang belum
merata. Prinsip ash-shidq juga belum tercermin karena minimnya transparansi,
pelaporan terbuka, dan informasi yang jelas kepada masyarakat. Sementara itu,
prinsip al-amanah belum terwujud secara utuh karena amil belum sepenuhnya
menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan urutan asnaf
yang ditentukan dalam syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat fitrah di Desa
Pasa’bu perlu diperbaiki dalam aspek teknis, pendataan, serta pengawasan agar

lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik Kesimpulan bahwa:

1. Praktik pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, Kecamatan Tapalang Barat,
Kabupaten Mamuju, dilaksanakan oleh para amil zakat yang tersebar di setiap
dusun dengan dukungan dari pemerintah desa dan pengurus masjid.
Pembagian zakat fitrah umumnya dilakukan pada malam takbiran hingga
setelah salat Idul Fitri. Bentuk zakat yang dibagikan terdiri dari beras dan uang
tunai, namun dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar masyarakat lebih
memilih menyalurkan zakat dalam bentuk uang tunai. Para amil menerima
data mustahiq dari aparat desa dan ketua pembangunan masjid yang mencatat
nama-nama penerima di masing-masing wilayah. Zakat kemudian dibagikan
langsung oleh amil kepada para mustahiq, baik di rumah maupun di
lingkungan masjid. Namun dalam praktiknya, pembagian ini belum merata,
karena terdapat warga yang dianggap layak menerima tetapi tidak mendapat
bagian, sementara yang lain menerima dalam jumlah yang tidak sama. Selain
itu, proses pembagian tidak selalu mengikuti urutan waktu yang ideal, dan
tidak didukung oleh pedoman tertulis atau pelaporan resmi. Meskipun
demikian, pembagian tetap berjalan setiap tahun dengan melibatkan elemen
masyarakat secara aktif.

2.Pembagian zakat fitrah di Desa Pasa’bu, jika ditinjau dari hukum ekonomi
syariah, menunjukkan bahwa pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan
kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah.

Penyaluran zakat yang tidak didasarkan pada klasifikasi ashnaf serta lemahnya
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pengawasan terhadap kinerja amil zakat menunjukkan bahwa pengelolaan
zakat fitrah tersebut belum sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah,
yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta menjamin perlindungan
terhadap hak-hak mustahiq.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang
pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di tingkat desa. Temuan
penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pembagian
zakat fitrah menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan praktik
yang terjadi di lapangan. Hal ini mempertegas bahwa prinsip keadilan,
amanabh, transparansi, dan pemerataan belum sepenuhnya diterapkan dalam
pembagian zakat fitrah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi
referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji persoalan zakat,
khususnya terkait implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik sosial
masyarakat.

2. Implikasi Praktis, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan
penting bagi amil zakat, aparat desa, dan pihak terkait agar lebih
memperhatikan ketentuan syariat Islam dalam pembagian zakat fitrah.
Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan sikap amanah
amil zakat dalam menjalankan tugasnya, sehingga pendistribusian zakat
benar-benar diberikan kepada delapan golongan (ashnaf) yang berhak. Selain
itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya pembinaan,
pengawasan, dan sosialisasi yang lebih intensif dari Kantor Urusan Agama

(KUA) maupun lembaga terkait agar praktik pembagian zakat fitrah berjalan
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sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta mampu mewujudkan
keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

. Implikasi Sosial dan Keagamaan, penelitian ini juga berimplikasi pada
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum
zakat fitrah secara benar. Dengan pembagian zakat yang sesuai Syariat,
diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat semakin meningkat,
serta tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan

solidaritas sosial dapat tercapai secara optimal.
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Lampiran 11

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Amil Zakat

1.
2.

Bagaimana proses pengumpulan zakat fitrah di Desa pasa’bu?

Kenapa pembagian zakat fitrah lebih banyak uang dibandingkan beras?
Apa saja bentuk zakat fitrah yang biasa diterimah (beras, uang, dll)?
Bagaimana mekanisme pembagian zakat fitrah kepada mustahiq?

Siapa saja yang menentukan yang berhak menerima zakat fitrah?

Apakah ada pedoman tertulis atau aturan dari lembaga tertentu terkait
pembagian zakat fitrah?

Menurut anda apakah pembagian zakat fitrah saat ini sudah sesaui dengan

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

B. Untuk Penerima Zakat Fitrah (Mustahiq)

1.
2.

Apakah anda menerima zakat fitrah tahun ini ? dari siapa?

Dalam bentuk apa zakat fitrah yang diberikan? (beras, uang, dll)?
Bagaimana cara anda dimasukkan sebagai penerima zakat fitrah?
Menurut anda apakah pembagian zakat fitrah sudah adil dan merata?
Apakah anda merasa puas dengan cara pembagian zakat fitrah di desa ini?
Apakah anda pernah tidak menerima zakat fitrah merasa berhak ? jika iya

mengapa?

C. Untuk Tokoh Agama

l.
2.

Apa pandangan anda mengenai pelaksanaan zakat fitrah di desa pasa’bu?
Apakah pembagian zakat fitrah sudah sesuai dengan syariat islam menurut
anda?

Apakah ada pengawasan atau bimbingan keagamaan kepada amil zakat

dalam pelaksanaannya?
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4. Bagaimana pendapat anda tentang waktu dan cara pembagian zakat firah di
desa ini?
5. Apakah menurut anda pembagian zakat fitrah sudah memenuhi prinsip
keadilan dan transparansi?
6. Adakah saran atau evaluasi dari syariah terkait pembagian zakat fitrah di
desa ini?
D. Untuk KUA
4. Apa alasan KUA Desa Pasa’bu tetap menunjuk amil zakat yang sama dari

tahun ke tahun?



Lampiran 111
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Wawancara Dengan Mustahiq (Penerima Zakat)

Wawancara dengan tokoh agama
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